Pelindungan terhadap Hak atas Upah, Jaminan Sosial, dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

agi
Pekerja di PT Nendo, Kabupaten Kulon Progo
Risang Pujastawa, Nailul Amany, S.H., M.H.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penulisan Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Armia, M.S., 2022, Penentuan Metode dan Pendekatan Penulisan Hukum,
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh.

Endah Pujiastuti, 2015, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Semarang University
Press, Semarang.

Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya,
Bina limu.

Hadjon, Philipus M., 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta.

Isnaeni, Moch., 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT Revka Petra
Media, Surabaya.

Kuncoro, 2009, Peran Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja dan
Kinerja Pegawai serta Kualitas Pelayanan, UIR Press, Pekanbaru.

Muhaimin, 2020, Metode Penulisan Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penulisan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Prinst, Darwin, 1994, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja
untuk Mempertahankan Hak-haknya), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Putra, A.D., 2019, Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Hukum Positif Indonesia
Legal Position of the Social Security Agency In, Graha Citra, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2015, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reynearts, W.H.J dan A.G. Negelkerke, Arbeidsverhodigen, Theorie en Praktijk,
Antwerpen H.E Stefert Kroese B.V, Leiden.



Pelindungan terhadap Hak atas Upah, Jaminan Sosial, dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

agi
Pekerja di PT Nendo, Kabupaten Kulon Progo
Risang Pujastawa, Nailul Amany, S.H., M.H.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

Robingu, Yuhari, 2009, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi,
Rajawali Pers, Jakarta

Sedarmayanti, 2017, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan
Manajemen Pegawai Sipil, PT Refika Aditama, Bandung.

Soedarjadi, 2009, Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta.

Soepomo, Imam, 1983, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.

Surokim, Yuliana Rakhmawati, Catur Suratnoaji, Muhtar Wahyudi, Tatag
Handaka, Bani E.D., Dinara M.J., Farida N.R., Netty D.K., Dessy
Trisilowaty, Nikmah Suryandari, H. Achmad Cholil, Dewi Quraisyin,
Bambang Moertijoso, Teguh H.R., Samsul Arifin, Fakhrur Rozi, Allyvia
Camelia, 2016, Riset Komunikasi: Strategi Praktis bagi Peneliti Pemula,
Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi IImu Komunikasi, FISIB-UTM &
Aspikom Jawa Timur, Madura.

Wijayanti, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika,
Jakarta.

Artikel Jurnal

Abdullah, Junaidi, “Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga
Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, Jurnal Pemikiran Hukum
dan Hukum Islam 9, No. 1, Januari—Juni 2018.

Alandi, Hansen, Dian Ety Mayasari, “Kewenangan Pengadilan Hubungan
Industrial dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja”, Jurnal Hukum lus
Publicum 4, No. 2, November 2023.

Budijanto, O.W., “Upah Layak bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan
HAM”, Jurnal Penulisan hukum De Jure, Vol. 17, No. 3, September 2017.

Charda, U.S., “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam
Hukum Ketenagakerjaan setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
20047, Jurnal Wawasan Yuridika, VVol. 1, No. 1, Maret 2017.

Hadi, Abdul, “Perlindungan Hukum terhadap Karyawan yang Mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum



Pelindungan terhadap Hak atas Upah, Jaminan Sosial, dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

agi
Pekerja di PT Nendo, Kabupaten Kulon Progo
Risang Pujastawa, Nailul Amany, S.H., M.H.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tetap”, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan
Keadilan, Vol. 10, No. 2, Oktober 2018.

Handayani, Febri dan Lysa Angrayni, “Problematika Ketenagakerjaan di Kota
Batam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan”, Jurnal Hukum Respublica 16, No. 2, 2017.

Irfan, Muhammad, Rahayu Subekti, dan Purwono Sungkowo Raharjo, “Konsep
Asas No Work No Pay terhadap Pekerja oleh Perusahaan Terdampak Pandemi
Covid-19”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 2, Agustus 2021.

Latip, Abd., Lu’luiaily, dan Ainiyah, “Mediasi sebagai Penyelesaian Permasalahan
Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan”, Jurnal Kompetensi, Vol. 12, No. 2,
Oktober 2018.

Mantili, Rai, “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara
Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-
Arbitrase)”, Jurnal Bina Mulia Hukum 6, No. 1, September 2021.

Manurung, Mangaraja, “Menyelesaikan Perselisthan Hubungan Industrial melalui
Perundingan Bipartit”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No.
4, Januari—Juni 2024.

Mohammad, Wily, Nabilla Ryca Maulidiyah, dan Dian Tiara Nurhasanah,
“Identifikasi Masalah Pekerjaan yang Layak berdasarkan Data Pekerjaan
Orang Tua Mahasiswa Unpad Tahun 20177, Jurnal Syntax Administration,
Vol. 3, No. 4, April 2022.

Mustakim dan Syafrida, “Pandemi Covid-19 Alasan Force Majeure dalam PHK di
Indonesia”, Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol. 7, No. 3, 2020.

Permana, Deni Yusup, “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja di
Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Indonesia Sains Global 3, No. 5,
Mei 2022.

Pradima, Akbar, “Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar
Pengadilan”, Jurnal llmu Hukum 9, No. 17, Februari 2013.

Purnomo, Sugeng Hadi, “Pekerja tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja”,
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, No. 2, Agustus 2019.



agi
Pekerja di PT Nendo, Kabupaten Kulon Progo
Risang Pujastawa, Nailul Amany, S.H., M.H.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Putra, Cristoforus Valentino Alexander, “Urgensi Klausula Definisi dalam
Perjanjian Kerja”, Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Udayana 39, No. 1, April 2017.

Putri, Prima Mabharani, dan Patria Bayu Murdi, “Pelayanan Kesehatan di Era
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 25, No. 1, Juni 2019.

Shintia, Nila dan Syahrizal Abbas, “Penetapan Upah Minimum di Provinsi Aceh”,
Jurnal Justisia 3, No. 1, 2018.

Shubhan, M. Hadi, “Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap Pengusaha
oleh Pekerja karena Hak Pekerja yang Tidak Dibayar Pengusaha”, Jurnal
Hukum & Pembangunan 50, No. 2, 2020.

Sudiarawan, Kadek Agus dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Konsep
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan
Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Buruh dalam
Mencari Keadilan”, Jurnal Hukum Acara Perdata 3, No. 1, Januari—Juni
2017.

Sukmawati, Dety, “Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan
Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat”, Jurnal Kependudukan
Padjajaran 10, No. 1, Januari 2008.

Tampongangoy, Falentino, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di
Indonesia”, Lex Privatum 1, No. 1, Januari—Maret 2013.

Titihalawa, B.A., Barzah Latupono, dan Dezonda Rosiana Pattipawae, “Perjanjian
Kerja antara Pelaku Usaha dengan Tenaga Kerja dalam Perjanjian Hubungan
Industrial”, Pattimura Law Study Review, Vol. 1, No. 1, Agustus 2023.

Whasimah, Fharidhatul, Yahman, dan W. Danang Widoyoko, ‘“Perlindungan
Hukum Tenaga Kerja Akibat PHK”, Anima Legis, Vol. 1, No. 1, Juni 2022,

Yunus, Yudin, A. ST. Kumala llyas, Kingdom Makkulawuzar, Siti Alfisyahri
Lasori, Haritsa, Umar, dan Safrin Salam, “Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial”’, Jurnal
Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, Juni 2023.

Pelindungan terhadap Hak atas Upah, Jaminan Sosial, dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)



Pelindungan terhadap Hak atas Upah, Jaminan Sosial, dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

agi
Pekerja di PT Nendo, Kabupaten Kulon Progo
Risang Pujastawa, Nailul Amany, S.H., M.H.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Haminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606).



Pelindungan terhadap Hak atas Upah, Jaminan Sosial, dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

agi
Pekerja di PT Nendo, Kabupaten Kulon Progo
Risang Pujastawa, Nailul Amany, S.H., M.H.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan
Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5472).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6647).

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
(Lembaran Lepas Sekretaris Kabinet Tahun 2010).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1753).

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan
dan Penghapustagihan Piutang luran dan Piutang Denda (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1036).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 122).



Pelindungan terhadap Hak atas Upah, Jaminan Sosial, dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

agi
Pekerja di PT Nendo, Kabupaten Kulon Progo
Risang Pujastawa, Nailul Amany, S.H., M.H.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 41).

Hasil Penelitian

Ruswanto, Hirunimus Andri, 1997, Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku: Studi
Kasus PT Nendo, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas
Sanatadharma Yogyakarta.

Siagian, Rikha Yullina, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Penjualan
Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell, Skripsi, Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Wat.

Internet

Dewantara, Jalu Rahman, “Karyawan vs Pabrik Arang Kulon Progo, Perusahaan
Buka Suara,” https://www.detik.com/jateng/jogja/d-5917011/karyawan-vs-
pabrik-arang-kulon-progo-perusahaan-buka-suara, diakses pada 26 Februari
2025.

Jati, Bambang, “Dua Tahun Tak Digaji, Ratusan Karyawan Pabrik Arang Briket
Geruduk Dewan,” https://kulonprogo.sorot.co/berita-9187-link.html, diakses
pada 25 Februari 2025.

Tobing, Letezia, “Gaji Tidak Tepat Waktu,”
https://www.hukumonline.com/klinik/a/gaji-tidak-tepat-waktu-
1t4b9723a238104/, diakses 23 Desember 2024.




